
SALINAN 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 26 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

TAHUN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ) ;  
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6778); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 

ten tang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 1.  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Oalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 



- 3  -  

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;  

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 590); 

16 .  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 

Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3); 

1 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Norn or 9 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2021 Nomor 8); 

18. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 

2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Tahun 2023 (Serita Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 16); 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA 

KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud adalah: 

1 .  Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya 

disebut Bappeda adalah badan yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang perencanaan 

pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

5. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen 

perubahan perencanaan Pemerintah Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun 

6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah 

adalah dokumen perubahan perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun 

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen 

perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan 

Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai 

dasar penyusunan APBD. 

Pasal 2 

(1 )  Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 

merupakan dokumen perubahan perencanaan perangkat 

daerah Tahun 2023 

(2) Perubahan Renja Perangkat 

sebagaimana dimaksud pada 

sistematika sebagai berikut: 

Daerah Tahun 2023 

ayat (1) disusun dengan 
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BAB I : Pendahuluan 
BAB II : Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah 

sampai dengan Triwulan II 
BAB III : Rencana Program dan Kegiatan dalam 

Perubahan Rencana Kerja 
BAB IV : Penutup 

Pasal 3 
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman 
pada Perubahan RKPD Tahun 2023. 

Pasal4 
Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (1 )  menjadi pedoman Perangkat Daerah 
dalam menyusun RKA PD. 

Pasal 5 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara. 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal 15-8-2023 
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ALI MAZI 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 15-8-2023 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ASRUN LIO 
SERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 26 

Salinan sesuaj dengan aslinya 

7 ( 1 
\[\ + 

2 M.Hum 

199603 1 001 


